


Undang-Undang vomor 32 Tahun 2004 tentang

b emert . taha: ah  {Lunberan  Negara Republik
Ivoac i Teo . 1 Norro~ 1 7, Tamrbahan Lembaran

e TR . ;™. 44.7) sebagaimana
Lo a5 pe rea Loamrcr fengan Undang-
Catan fhass v laban 2Lor tentang Perubahan
Ledua Afas 'T1o1a i 7-Undang 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republil Indoinesia Nomor 4844);

Undang-Undan; WNomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangi:. K 11 1rgan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahai. [ - ah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1.6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

* Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
' Republik Indonesia Nomor 4725);

10.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

. Mikro Kecil dai Menengah (Lembaran Negara Republik

11.

12.

13.

14.

15.

10.

Indonesia Tahun 2008 Nomor @2, Tambahan Lembaran
Negara Republik [1.donesia Nomur 4866);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi - Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perund:.ng-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tchun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234});

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258};

Peraturan Pem-rintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kruangan Daerih  (Lembaran Negara
Republik Indonesiv fahun 2008 Nomor 140, Tambahan
Lembparan Negiia Ri-publik Indoriesia Nomor 4578);
Peraturan Pemecrintah Nomor 338 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kaburaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, T ambahan Lembaran
Negara Republix [1.donesia Nomor 4737);

Peraruran t«.r ii: 1th Nomor .4 Tahun 2007 tentang
renyeiolaan .+ Newsara  Docrah (Lembaran Negara
Cepantow b oo Tanan 206 Nomor 83, Tambahan
embiaan N ira 3 puplik Indo..esia Nomor 4738);
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Apabila tingkat penggunaan jasa secbagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit
diukur, maka tingkat penggunaan jasa ditaksir berdasarkan rumus yang
dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban
yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan
pemberian perizinan tertentu.

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalab nilai rupiah atau
persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi
yang terutang.

Tarii Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan
seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran
penetapan tarif Retribusi.

0! \]‘ VI
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Prin:ip dan sascran calam p netapan tarif KRetribusi Perizinan Tertentu
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyel nggaraan pembe rian izin vant bersangkutan.

Biaya penyeleniggaraan pemberi: i /n sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen i, pengawasen di lapangan, penegakan
hukum, penatavsahaan, darn v - damp: k egatif dari pemberian izin
ters but.

BAB Vil
PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 10

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali.

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah daerah.

~l









m. Ke fisien Ketinggiin icane aon0 o dadab anyei bangunan  diukar dari
pe aukaan fang s amai deoee {ik teratas dari bangunan tersebut.

Bag 1an Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

cas e 21
Dengan nama Retoab o Lo ool o 1 Bar. - u . dipungut retribusi atas
Dol A UT L e I Ve
4.’

(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk
mendirikan suatu bangunan termasuk bangunan menara telekomunikasi.

(2) Pemberian izin sebagaimana d'maksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
peninjauan desain dan pemantauin p ‘laksanaan pembangunannya agar tetap
sesuai dengan rencana teknis bar gunan dan rencnna tata ruang, dengan tetap
mempgrhatikanl xoefisiert dasor buaos,unan (KD, koetisicn luas bangunan
(KLR), ' koefisien Kketinggian bangun.an (KKB), dan pengawasan penggunaan
banguhan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat
keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan
yang memperoleh izin imendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalan orang pribadi atau Badan yang
menurut Ketentuan Peraturan Daerall ini diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan
Tertentu.

Bagian Ketiga
Pokok-Pckok Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Paragraf 1
Peraberian Jzin Mendirikan Bangunan (IMB)
Pasal 25

(1) Setiap orang pribadi atau bacan yang akan mendirikan bangunan atau
merubah bangunan, termasuk sarana dan prasarana penunjangnya wajib
memilik. Izin Mendirikan Bangunan dari Walikota.

(2) Izin Mendirikan Bangunan diberikan atas permohonan tertulis yang diajukan
kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
ditunjuk.

(3) Proses penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) maksimal 60
(enam puluh) hari kerja setelah cliterimanya permohonan.

(4) Permohonan Izin Mendirikan B.npunan dianggap diterima/ disetujui apabila
l»w. dariwektor oaaetoml oA A data, avat (7) '












e Tarif Dasar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

r FUNGSI JUMLAH INDUSTRI PER%”;(NEN ‘ PERMANEN PERS]\?I%IEIEN
{ 1. ’ | 2
‘, BANGUNAN | LANTAI Rp / Rp / m? | Rp /Ifl Rp / m?
| Tital o P ; n
| bertny e “_oo 2.250»_ 1.125
Bertingkat :
S 1. Lantai 1 6.750 | 4.750 4.500 2.250
| unian 2. Laniai 2 10.125 6.750 5.235 3.375
i 3. Lantai 3 13.500 9.000 6.980 4.500
| i g'stmma‘ 4 16.87 11.250 8.725 5.625
o U Taa L I o ] B
| Lot Lo 1600 37.430 “ 230() -
i B(‘ o 1
ole ] <200 6.900 4,600
2o lanta 1o 13.800 10.350 6.900 |
3. Luntai3 | _23.001 18.400 | 13.800 9.200
__ _ _ltantiidst 28750 | _23.000 1 17.250 11.500
. Tidak 18400 | 11.500 9.200 6.900
bertingkat ‘ ]
Bertingkat : ]7
Walet 1. Lantai 1 36.800 | 23.000 18.400 13.800
2. Lantai 2 | 55200 $1.500 " 27.600 20.700 |
T3 Laid3 | Tarus 40,000 36.800 T 27.600
>y A | 4 -
Z‘SE antal 92,000 57.500 46.000 34.500
Tidak 1
bertingkat 11.500 9.200 6.900 4.600
Bertingkat :
Gud 1. Lantai 1 23.000 18.400 13.800 9.200
udang 2. Lantai 2 34.500 27.600 | 20.700 13.800
3. Lantai 3 46.000 36.800 27.600 18.400
g's T“a“tal . 57.500 46.000 34.500 23.000
Tﬁak _ R * I i
bertingkat 5.000 4.000 - 3.000 2.000
Bertirgkat |
Sosial Profit 1. Lantai 1 10.000 8.000 6.000 4.000
osial rrot 2. Lantai 2 15.000 12.000 9.000 6.000
3. Lantai 3 20.000 16.00C 12.000 8.000
z'stl'ant"‘“ 4 25.000 20.000 15.000 10.000
Tidak 3.375 2.250 ?1 1.745 1.125
beringkat | o W‘ o o i B B *
Bertingkat :
Sosial | Lantail | 6750 | 4.500 ; 3.490 2.250
(Non Profit) 2. lantaj 2| _10.125 | 6.750 '? 5.235 3.375
3. lanta: 3 13.500 9.000 6.980 4.500
4. Lantzi 4 16.875 11.250 8.725 5.625
dat
Tidak
: . 20 .900 4.600
bertinglat 11.500 | 9.200 | 6
Bertingkat : | |
1. Lantai 1 23.000 | _ 18.400 | 13.800 9.200
Perhotelan 2. Lantai 2 34.500 | 27.600__ 20.700 13.800
3. Lariai 3 26,000 36.800  27.600 18.400
r‘g‘st‘*a“tal 4 1 57.500 46.000 . 34.500 23.000
— i o |
[ Pagar - 7 3000 | 2.400 | 1.800 1.200
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Paragraf 4
Ketentuan Pelanggaran
Pasal 47

(1) Setiap usaha tempat penjualan minuman beralkohol yang diselenggarakan
tanpa izin dari Pemerintah Dac.al. atau tidak sesuai dengan persyaratan
tekni® dan peruntukar. rmiang T rupaka.  pelanggaran  dan dikenakan
hukiman berupic kst

(2) Prng naan sauksl sebagaimuna dime wud pada ayut (1) dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

a. tequran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 (tiga) kali, masing-
ruas ng dengan jangk t waktu (U1 uh) hari kalender setiap teguran;

b. analila teguran seb.agaiman. . naksud pada huruf (a) di atas tidak
d indahkan, n Ja Waliko . .~ memerint:.hkan penyegelan dan/atzu
poaatupar ooy e L Coo e int .ans beralkohol yarg

fnrark . o 1 '

AN p oo I oty 1 aniinoana pada huruf (b) 1i
bovla e o2 U a0 teaapie po Jqualan minuman beralkohol

g telah .ae ailtki ziy "o Pernjualan Minuman Beralkohol sebelum

¢ te apkannys ’eratl ran Dac i,

tarceral S
Ketentuan |'elaksanaan
Pa, 148

(1) Pemberian lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan teknis pemberian Izin Tempat
Penjualan Minuman Beralkohol diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 49

Tarif Retribusi Izin Ternpat Penjualan Minuman Beraikohol ditentukan bervariasi
berdasarkan jenis minuman dan tempat penjualan minuman beralkohol

Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruang
tempat usaha, lokasi dan gangguan.



Pasal 51

Besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk untuk menutup sebahagian atau
seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan struktur besarnya tarif
Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

—~

.

minuman beralkohol golongan A diminum di tempat penjualan:

1. Hotel berbintang 1 dan 2 sebesar Rp. 1.000.000,-/Tahun
2. Hotel berbintang 3, 4 dan 5, Bar, Pub, Club

Malam dan sejenisnya Rp. 2.000.000,-/Tahun
3. Restoran dengan taada talam kencana/

selaka dan sejenisnya Rp. 750.000,-/Tahun

4. Kedai Minuman tradisional dan sejenisnya  Rp. 500.000,-/Tahun
minuman beralkohol golongan B diminum di tempat penjualan:

Hotel berbintang 3, 4 dan 5, Bar, Pub, Club

Malam dan sejenisnya Rp. 2.500.000,-/Tahun
minuman beralkohol golongan C i ninum di tempat penjualan:

Hotel berbintan: 3, 4 dan o, Bar, rub, Club

Malam dan sejenisnya . Rp. 3.000.000,-/Tahun
_ minuman beralkohol semua golongan yang dijual secara eceran dalam
bentuk kemasan di Toko (Grosir), Pasar Swalayan dan
sejenisnya sebesar Rp. 2.000.000,-/Tahun
| ' AL ]
i Kesatu
Kotentue n Umum
T 192

Dalam | er;ituran Daerah ini, yang d 1 . sud dengan .

a.

Gangguan adadah  segala ~1toaatan  dan atau  kondisi yang tidak

o ~nvenan karl atau mengeooae kesehi tan, keselamatan, ketenteram in
d.n/atau  kes jehteran Lo po kep AU, onoamum o secara teru s-
I, “Nerus,;

Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan oleh Walikota

kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat

menimbulkan bahaya, kerugian, dan/atau gangguan;

Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari gangguan lingkungan,

gangguan sosial kemasyarakatan, dan gangguan ekonomi.

Kriteria gangguan terhadap lingkungan meliputi gangguan terhadap fungsi

tanah, air, sungai, laut dan gangguan yang bersumber dari getaran

dan/atau kebisingan;

Kriteria gangguan terhadap sosial kemasyarakatan meliputi terjadinya

ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum;

Kriteria gangguan terhadap ekonomi meliputi ancaman terhadap :

1) penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau

2) penurunan rnilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di
sekitar lokasi usaha. ‘

Di samping kriteria seperti tersebut pada poin (cj diatas, gangguan

dikelompokkan menjadi gangguan berat, gangguan sedang dan gangguan

ringan.
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{ot -], Pub dan K wraoke

sia e Kesehatan:

Lal or..turium Kesehatan dan Lz bor aturium Klinik
Bidan ; Pertanian, Perikanan da . h .- iutanan:
Penjualan saprodi

Ta

4 (st
PR

T

h)
i)

j)

k)
a)
b)
<)
d)

€)
a)
b)

c)
d)

€)
a)

D)

o0 a0 ol

. Biu in 7 Pertambe ngren:

1 penanl oronlo b

albang u Uoa N ‘ v
nberdage: ol
Joko / Kios kelontong
Toko Penjualan emas dan perak
Dagang pakaian jadi, tekstil, mainan anak atau sejenisnya
Dagang buku dan perlengkapannya v
Restoran, dagang makanan dan minuman
Studio foto dan dagang perlengkapannya
Dagang elektronik second, penjualan barang-barang second dan
penampungan barang bekas
Usaha sewa kursi/tenda
CV klasifikasi K1, K2, K3, Firma, Koperasi dan UD
Show Room
peénjualan meubiler -

. Bidahg Perindustrian:

Industri pengolahan tahu tempe
Konveksi, loundry

Industri isi ulang air minum /mineral
Usaha Percetakan dan Biro reklame
Pencucian Xencdaraan bermotor

. Bidang Perhubungan:

Warung teiekomunikasi

Penjualan Tiket Angkutan Laut dan Udara
Percetakan dan Biro reklame

Usaha Angkutan Darat dan Udara:

1) Angkutan crang

2) Angkutan barang

3) Angkutan pariwisata

4) Angkutan becak bermotor

Penitipan kilat

. Bidang Pariwisata:

Wisma, penginapan, cafe, losmen, tempat hiburan, bilyar, rental ved dan
video game
Tukang pangkas, salon kecantikan dan sanggar kesenian

. Bidang Kesehatan:

Balai Pengobatan, Balai Kescjaht-raan Ibu d¢ 1 Anak (BKIA)
Optikal

Usaha Panti Pijat Modren

Klinik Bersalin

Klinik Kecantikan

Praktek Dokter Umum, Dokter Gigi dan/atau Dokter Spesialis
Praktek Berkelompok Dokter Umum, Dokter Gigi dan/atau Dokter

Spesialis
Praktek Bidan, Perowat Gig. lan Tukang Gig:
Apotek, Toko Obat 1ar. ' » 1 @ Feeri Obu
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1’ 11 (R4 af 3
Ketentuan Pelaksan wan/Penyelenggaraan
Pasal 64

(1) Pemberian Izin Gangguan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan teknis penyelenggaraan
pemberian Izin Gangguan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
.Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa
Pasal 65

(1) Tingkat’ pengguhaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan
perkalian antera luas ruang tempa: usaha dengan indeks lokasi dan indeks
gangguan. ‘

(2) Luas rdang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas
bangunkn yang dihitung sebagai luas setiap lantai.

Bagian Kelima
Struktur dan Besaran Tarif
Pasal 66

(1) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut :

a. kawasan tangkahan dan pelabuhan, indeks.................... 1
b. kawasan perdagangan/pariwisata, indeks....o.oooon 2
c. kawasan perumahan dan pemukiman, indeks..... ..ol 3

(2) Penetapan lokasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah
(RTRW) can Peraturan Daerah tentang Zonase;

Pasal 67
Indeks gangguan sebagaimana dimal sud pada pasal 65 ayat (1) adalah :
a. gingguan berat, indeks 3
b. g agguan sedar. g, indeks... 2
i ngguan 1ingan, indr ks, U 1
Pasal 68

Besarnya arif sebagaimana dimaksud | ada pasal 66 ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut .
Tang ka, in ikan lan =abu a0 0 D 00 .
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Bagian Ketiga
Pokok-Pokok Ketentuan Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Pemberian Izin Usaha Perikanan
Pasal 88

(1) Setiap orang pribaci atau badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan
dan pembudidayaan ikan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan.

(2) Izin Usaha Perikanan diberikan atas permohonan tertulis yang diajukan
kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk.

(3) Proses prnerbitan Surat Izin Uscha Perikanan maksimal 2 (dua ) hari kerja
setelah diterimanya permohonan.

(4) Permohonan Izin Usaha Perikan: n dianggap diterima/disetujui apabila lewat

deri vvaktu yang telah ditentukan ol o ayat (3).

(5) Retril 1si Izin U aha  Perikanen  ctap dibayar walaupun batas waktu
peite vitan izir tarampa tseb g A dimaksud Hada ayat (3) dan ayat (4) di
atis. ‘

(6) Setinp  pejabat * yang karena kelalaiannya mengakibatkan terlambatnya
penerbiian Surat [zin Usaha Perikanan dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentunn peraturan porundancan-undangan  yang berlaku bagi Pegawai
N(‘ge;i.

al
Cos L o . ln 1l oAb eakenan

~ 4

Sy. a2 at peribes an lzi, Usana creanan terdiri sari :

nien isi formulir pernohonan 710,

foto ‘opy martu Tanca Pendu u. (KTP) bagi usaha perorangan atau foto
copy akte pendirian perusahaun I« 41 yang berbadan hukum;

c. fotocopy Pas Kecil dar. sertifike [ < 112 lampirannya;

d. prs photo uku.an 3 x +cm.

o ¢

Paragraf 3
Masa Berlaku Izin Usaha Perikanan
Pasal 90

(1) Izin Usaha Perikanan berlaku selama kegiatan usaha penangkapan dan
pembudidayaan ikan tersebut berlangsung.

(2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Izin Usaha Perikanan wajib
daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

(3) Daftar ulang Izin Usaha Perikanan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
sebelum jangka waktu yang tertera dalam surat izin berakhir.

(4) Proses penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan daftar ulang berpedoman pada
ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal (89).

Pasal 91

Izin Usaha Perikanan dinyatekan tidak berlaku apabila :
a. Pemegang izin menghentikan perusahaannya;
b. Tidak melaksanalkan daftar ulang; _
c. Usaha/kegiatan dihentikan karena melanggar peraturan perundang-
undangan.

30



Paragraf 4
Ketentuan Pelanggaran
Pasal 92

(1) Setiap kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang
diselenggarakan tanpa lIzin dari Pemerintah Daerah atau tidak sesuai dengan
persyaratan dar peruntukan ruang yang ditentukan merupakan pelanggaran
dan dikenakan hukuman berupa sanksi.

(2) Pengenaan sanksi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. teguran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 (tiga) kali, masing-masing
dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setiap teguran;

b. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas tidak
diindahkan, maka Walikota dapat memerintahkan pencabutan Izin Usaha
Perikanan yang melanggar ketentuan tersebut;

c. ketentuan penutupan  sebagaimana pada huruf (b) di atas berlaku juga
terhadap usaha yang telah memiliki Izin Usaha Perikanan sebelum
ditetapkanny . Peraturan Dacrah Il

Paragraf 5
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 93

(1) Pemberian Izin Usaha Perikann dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengena’ tatu cara dan teknis pemberian -Izin Usaha
Perikanan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasil 94

Tarif Retribusi Izin Usaha Perikan:n ditentukan berdasarkan ukuran kapasitas
(tonnag.?), jenis dan frekuensi.

] YD

v .. o« tuwif rcuiousi odtctapen Latuk untuk menutup sebahagian atau
scl.ru 1 aya penyelengg: raan pe nb-ian izin dengan struktur besarnya tarif
diterap'ia: sebagai berikut:

a. Taril Surat Izin Usaha F :rikanan «SIU P), Surat Izin Penangkapan Ikan

| NQ [ - | Uraiin . Op Tarf sp K_eter_a_ngan» l
1 Kapal Motor
-3 GT N Rp. 25.000
45 Gr Ry 2L Gt “ip. 50.000
&7 GT Rp. 25.000 Rp. 75.000
| 8-10 GT Rp. 25.000 Rp. 25.000
2 | l.apal Motor rempel
Bermesin Satu Rp. 25.000 Rp. 25.000
Bermesin Ganda Rp. 25.000 Rp. 25.000
) 3 | - Rp. 25.000 | Rp. 25.000
b. Tarif Surat Izin Usaha Perikanan (SI'JP) Perikanan Budidaya
[T‘Io Uraian - N Tarif Keterangan ﬂ'
1 | Budidava ikan laut Rp. 1 500/m* /Tahun
2 | Budidaya rumput laut Rp. 1.000/m? /Tahun
} 3 | Budidaya ikan dan udang di tambak Rp. 1.500/m? /Tahun













(1)

(3)

(3)

Pas i 104

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi
yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX
PEMERIKSAAN
Pasal 105

Walikota atau pejabat yang dihunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka
melaksanakan Peraturan Daeral tenitang, Retribusi Daerah ini.

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihat' an dan/atau n errinjamkan butu atau catatan, dokumen
vang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
Rettibusi yang terutang; '

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur
dengan Peraturen Walikota.

BAB XXI
PEMANFAATAN
Pa-,o1 106
erranfaatan  polerim .an CArs o SiNg-macung jenis Retribusi, digunakan
Sboaagenouat oo A e o1 . ¢ oTkaiton langsung  dengan
vonaga a1 ot o Jooa 1 bersosozkutan,

.« -lidan meagonal awkasi pe na daatan penerimaan Retribusi sebagaimana
1ir ‘ak sud pada = yat (2) diretapkan untuk:
4. luay 1 operasional dan penger.aliin pada SKPD pengelola sebesar 5 % (lima

per. en);
b.1 aya operasional pengaw: sev PD penegakan Perda sebesar 1 % (dua
1 reen), 11asii.g-ma ing cor e peacrin an yang  ditetapkan dalm
ngzaran pocrotopet o ~jo v VBT Daerah pada sei ap

t . hun.

Pe. \anfaatan penerimaan Retribus. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayet (2) ditetapkan melalul mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Daerah.

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan biaya operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Walikota.
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1)

(2)

(3)

<
- LnGU A

i

s u. + Kerja Perangkat Daereh (SKPD) yang melaksanakan pemungutan
Retribus. dapat diberi ins :ntif ata. -lasar pencapaian kinerja tertentu.
Besaray:. insentif sebagimana ¢ me«<sud pada ayat (1) ditetapkan maksimal
sehesar & % (lima persen).

Pcmb erian inc:ntf s ba uriae ~wsud pde ovat (1) ditetapkan melalus
racke dsme Anzgouwoon Per Coooan s D v o (A 3Dy Daerah.
Mta cara penrberi noda.s pemoe b ! insetif Lehagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur deajan P ratur..1 V. ..ota berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010.

BAB XXIII
" PENYIDIKAN
Pasal 108

Pcjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana. : ,

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri

sipil tertentu di bngkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatka : bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan cdokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhentj dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang ving berkait i dengan tindak pidana Retribusi;
i r.:manggi orang U .fuk uaeng keterangar aya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;
j. un.enghentikan penyidikan; dan/atau
L mels kukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi se-nai dengan ketentuan peraturan perundang-
und wngan.
Penyid.k sebagaimana dimaksu p:ia ayat (1) memberitahukan dimulainya
pen idikan dan menyampaikan 1sil penyidikannva kepada Penuntut Umum
rael lui Penyidik pejabt oo v ora Re .1bli! Indonesia, sesuai dengan
1ot adaryalg o b b . g oo . BAara Pidana.
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BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 112

(1) Hal-hal yang belum diarur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah
ini, sepanjang ~iengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Dzerid ini ma :a :

a. Peraturan Dacrah Daerah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin
Peruntukan Tanah; | :

b. Petaturan Daerah Daerah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin
Mechdirikan Bangunan;

c. Petaturan Daerah Daerah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin
Tetnpat Penjualan Minuman Ketis;

d. Pefaturan Daerah Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi [zin

Gangguan;
. I -raturan Dacrih Lacreh ~vouor 11 Tah in 2001 tentang Retribusi
I ndaftaran @ ek Moesin aan ek Dayung;

| i raturan D.e-ah D.uerah Nomc~ 12 Tahun .001 tentang Retribusi Surat
I: in Mengemudi Becak Dayung;

g. Per:.turan Daerah Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin
Usa a Perikanan;

h. P~r« turan Daerah Daerah N-m, 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin
" saha Bicang <eseh ian;

Foturan Leae b et 1w s 903 enitang Retribusi rin

W pen P 1o

AR STS S S T N S . . Ta+ 1 N3 tentang Retribusi Biaya
; anidnistros: . inda i.afiar PO 1aan, '

. sr.turan Daerah Dierah NoiLor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Biaya
Ad: idnistrasi Wajib Laftar Perusal aan;

| Peruturan Daerah Daerah Nomr.r 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin
Usaha Pariwisata,

m. Peraturan Dacrah Daerah MNon o 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin
T ravek;

o teraturar Toacridy woaera o . Ta.an -008 entang Retribusi Izin
rempat Usaha,

dicabut dan dinyatakan tjdak berlaku.
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prasu 113

Peraturan Daerah ini1 inulai berlaku seiak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah.

Diundangkan di Sibolga

pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMALD SUGENG

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 18 - APRLEL - 2012

WALIKOTA (SIBOLGA,

M. SYARFI HUTAURUK

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR ....
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